
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BINTAN 
 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN 

NOMOR 21 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN TAMU 

TERINTEGRASI DAN PRAKTIS (SIMPATIK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BINTAN 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mendukung inovasi 

pelayanan publik sekaligus meningkatkan 

kualitas publik pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bintan, maka perlu diciptakan inovasi 

pelayanan publik yang efektif,  bermanfaat, adaptif 

dan berkelanjutan; 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Rutin 

Nomor 050/ORT.08-BA/2101/2026 tanggal 15 Juli 

2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bintan tentang Penetapan Inovasi 

Pelayanan Sistem Informasi Pencatatan Tamu 

Terintegrasi dan Praktis (SIMPATIK) Pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bintan. 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

SALINAN 



-2- 
 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863);  

5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 

tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1572); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 
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tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 531); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BINTAN TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN 

SISTEM INFORMASI PENCATATAN TAMU TERINTEGRASI 

DAN PRAKTIS (SIMPATIK) PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BINTAN. 

KESATU  :  Menetapkan Inovasi Pelayanan Sistem Informasi 

Pencatatan Tamu Terintegrasi dan Praktis 

(SIMPATIK)  Pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bintan, sebagai sistem buku tamu 

digital yang dikembangkan untuk menggantikan 

pencatatan tamu secara manual dengan 

memanfaatkan Google Form, Google Spreadsheet, 

QR Code, dan dashboard monitoring sehingga 

proses pendataan pengunjung menjadi lebih efektif, 

akurat, cepat, dan terintegrasi. 

KEDUA  :  Sistem Informasi Pencatatan Tamu Terintegrasi dan 

Praktis (SIMPATIK) merupakan inovasi yang 

mewujudkan sistem pencatatan tamu yang efektif, 

akurat, dan terintegrasi. 

KETIGA  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Bintan 

pada tanggal 15 Juli 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BINTAN, 

 

 

HARIS DAULAY 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BINTAN 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 

 

 

DONI ROMAITO BATUBARA 


